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ABSTRAK
Badan Penyelenggara Janinan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas
menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, meliputi
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun
(JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tcnaga
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
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Catatan : Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan pada tanggal 04 Maret 2025 agar setiap orang mengetahuinya,
mengundangkan Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya

dalam Berita Daerah Kota Sibolga



